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WALIKOTA BANJAR 
 

PERATURAN  WALIKOTA BANJAR 
NOMOR 38 TAHUN 2012 

 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 37 
TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM 

NEGERI BAGI  WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN 
SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI 

TIDAK TETAP DAN  PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BANJAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
 

WALIKOTA BANJAR, 
 

Menimbang  :  a. bahwa Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 

Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non 
PNS  di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah diatur dengan 

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012;  
  b. bahwa untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap 

pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, 
Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS  di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, maka perlu dilakukan 
Perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka  perlu dilakukan Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2012 tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil 
Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang dituangkan dengan 
Peraturan Walikota; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);     
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 

Tahun 2006 Nomor 17);  
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2008  Nomor 7); 
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;  

14. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil 
Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS di 

Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;  
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 37 TAHUN 2012 

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI 
BAGI  WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA 

ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI 
TIDAK TETAP DAN  PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BANJAR.  
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 
Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota 
DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai 

Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, diubah sebagai 
berikut :  

 
Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 
berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 34 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banjar. 
 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 12 Oktober 2012 

 
 WALIKOTA BANJAR, 

 

 

 

HERMAN SUTRISNO 

 

Diundangkan di Banjar  

pada tanggal   12 Oktober 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,  

 

 

 YAYAT SUPRIYATNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 38 

 


